WALIKOTA KUPANG

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

Menimbang

Mengingat

KOTA KUPANG TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam
penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota;

bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Kupang, maka perlu ditindaklanjuti
dengan penataan ruang kawasan perkotaan yang lebih
rinci,

bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kupang pada Pasal 4 ayat (1), Rencana Detail Tata
Ruang Kota ditinjau kembali 1 ( satu ) kali dalam 5
(lima) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk peraturan daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Kupang
Tahun 2011-2031;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3029);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3427);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3470);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 886, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4442);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3226);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 3294);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata
Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660 );

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3934);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4145);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang
Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal
Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan
Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, Beserta Rincinya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
423/Kpts-11/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan
dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur seluas 1.809.990 Ha;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17
Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL);

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 375/KTPSM/M /2004 tanggal 19 Oktober 2004
tentang Penetapan Status Panjang Ruas Jaringan Jalan
di Provinsi NTT;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan
Lindung Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Tahun 1994 Nomor 5 Seri E Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03Tahun 2001
tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah
Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 37);
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2007
tentangWilayahPesisir Kota Kupang (Lembaran Daerah
Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 195);
Peraturan Daerah Kota KupangNomor 04 Tahun 2008
tentangUrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun
2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 199);
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomorll1Tahun 2011
tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Kupang(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 231);



56. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomorl2Tahun 2011
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kupang(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG

dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA KUPANG TAHUN 2011 - 2031

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011 - 2031
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kota KupangNomor 232 ) diubah sebagai berikut :

1. Konsiderans menimbang Huruf c¢ diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan
dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota;
O b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Kupang, maka perlu ditindaklanjuti
dengan penataan ruang kawasan perkotaan yang
lebih rinci;

c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor
12 Tahun 2011 tentang rencana Detail Tata Ruang
Kota Kupang pada Pasal 4 ayat (1), Rencana Detail
Tata Ruang Kota ditinjau kembali 1 ( satu ) kali dalam
S (lima ) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kota Kota Kupang Tahun 2011-2031;
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KetentuanPasal 15 ayat ( 2 ) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

Rencana perkantoran sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. perkantoran pemerintah; dan
b. perkantoran swasta.

Rencana perkantoran pemerintah meliputi :
a. perkantoran pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap

dipertahankan di lokasi eksisting Kelurahan Oebobo, Kelurahan
Naikoten I, Kelurahan Airnona, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Oepura,
Kelurahan Naikolan dan Kelurahan Fontein;

. perkantoran pemerintahan Kota Kupang tetap dipertahankan di lokasi

eksisting Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan
Oebufu, Kelurahan Tuak Daun Merah dan Kelurahan Oesapa Barat;

- perkantoran tingkat kecamatan dan kelurahan tetap pada kondisi

eksisiting, dan

- perkantoran pemerintahan Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang

dialihkan kepada Pemerintah Kota Kupang maupun Provinsi Nusa
Tenggara Timur setelah perpindahan Ibukota Kabupaten Kupang telah
secara penuh dilaksanakan, dengan peruntukan diarahkan sebagai
kawasan campuran.

Rencana Perkantoran milik swasta meliputi:
a. perkantoran swasta yang dikembangkan di Kota Kupang adalah

perkantoran perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, jasa,
lingkungan, sosial seperti perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat
lingkungan dan panti-panti sosial lokasinya tersebar pada kawasan
campuran;

b. lokasi kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu dengan lokasi

pengembangan kegiatan jasa, terutama pada kawasan di sisi jaringan
jalan arteri dan kolektor dan pada lokasi kawasan campuran; dan

Setiap perkantoran harus di memiliki taman dan lahan parkir;

Lokasi perkantoran swasta yang mendukung kegiatan perdagangan dan
Jjasa lokal berada di setiap Pusat dan Blok di dalam BWK Kota Kupang.



Pasal II

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 19 November 2012

/L WALJKOTA KUPANG, 2({

-/__’______)

ﬁf JONAS SALEAN, SHMW

O

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2012

ﬁ' PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

?

~

THOMAS \;\;ESEN GA

C LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2012 NOMOR 09
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